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Pengangkutan menjadi salah satu jasa yang mempunyai peranan 
sangat penting dalam dunia perdagangan saat ini. Salah satu yang cukup 
dikenal masyarakat adalah PT. SiCepat Ekspres Indonesia, dalam 
melakukan tugasnya SiCepat juga menyediakan asuransi pengiriman barang 
sebagai bentuk fasilitas tambahan adanya jaminan terhadap barang yang 
dikirim dan mendapatkan ganti rugi apabila barang kiriman tersebut 
mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan 
dalam perjanjian asuransi pengiriman paket pada PT. SiCepat serta 
mengkaji prosedur pelaksanaan klaim asuransi di PT. SiCepat. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan empiris, untuk teknik pengumpulan datanya melalui 
wawancara dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan 
perjanjian pengiriman, SiCepat dan pengirim harus memenuhi syarat 
administrasi dan syarat hukum. Terjadinya perjanjian ditandai dengan 
adanya resi pengiriman barang yang dibuat oleh SiCepat, sehingga apabila 
SiCepat terbukti melakukan kelalaian saat pengiriman maka pengirim 
berhak melakukan klaim dengan pemberian dana ganti rugi sesuai 
perjanjian yang telah disepakati diawal. 







Transportation is one of the services that has a very important role in 
the world of trade today. One that is well known to the public is PT. SiCepat 
Ekspres Indonesia, in carrying out its duties, SiCepat also provides 
insurance for shipping goods as a form of additional facility for 
guaranteeing the goods sent and getting compensation if the shipment 
suffers a loss. This study aims to find out the arrangements in the package 
delivery insurance agreement at PT. SiCepat and to review the procedure 
for implementing insurance claims at PT. SiCepat for shipments that are 
damaged and lost during package delivery. This type of research is field 
research, the data source is obtained through interviews. The approach used 
is an empirical approach, for data collection techniques through interviews 
and analyzed by qualitative normative methods. 
The results of this study indicate that in the process of implementing 
the delivery agreement, SiCepat and the sender must meet administrative 
and legal requirements. The occurrence of the agreement is marked by the 
receipt of the delivery of goods made by SiCepat, so that if SiCepat is 
proven to have made negligence during delivery, the sender has the right to 
make a claim by providing compensation funds according to the agreement 
that was agreed at the beginning. 
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A. Latar Belakang 
Globalisasi pada dunia ekonomi, khususnya perdagangan semakin 
dimudahkan dengan adanya internet sebagai media komunikasi yang tepat.1 
Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh yang sangat besar 
dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya dalam sektor 
perdagangan atau bisnis. Dunia perdagangan atau bisnis yang semula 
dilakukan secara konvensional, kini mulai bergeser dan berkembang dengan 
sistem perdagangan e-commerce. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya 
sejumlah aplikasi belanja online, yang memberikan kemudahan bagi 
konsumen untuk melakukan transaksi jual beli hanya dengan menggunakan 
handphone dirumah dan menunggu barang pesanannnya datang.  
Pengangkutan atau tranportasi menjadi salah satu jasa yang 
mempunyai peran sangat penting dalam dunia perdagangan saat ini. 
Pengangkutan atau transortasi adalah suatu jasa untuk melakukan 
perpindahan tempat yang satu ketempat yang lain, dengan tujuan untuk 
meningkatkan manfaat serta efesiensi dalam perdagangan. Pengangkutan 
                                                          
1 Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap 
Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian E-Logistik”, 





dilakukan terhadap orang maupun barang.2 Pengangkutan dilakukan dengan 
melalui beberapa jalur seperti jalur darat, laut, dan udara.3 
Transaksi perdagangan terhadap jasa transportasi terjadi antara 
perusahaan penyedia transportasi yaitu perusahaan angkutan dengan 
pengguna jasa angkutan, melalui perjanjian pengangkutan.4 Pihak penyedia 
jasa atau yang sering disebut sebagai pengangkut merupakan mereka yang 
menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang atau kedua-duanya 
sekaligus, berdasarkan perjanjian pemuatan atau menurut perjalanan atau 
menurut kesepakatan lain. Pengguna jasa angkutan dalam hal pengiriman 
barang disebut sebagai pengirim. Kedua belah pihak mempunyai hak dan 
kewajiban yang timbul dari perjanjian itu secara timbal balik. Perusahaan 
pengangkut berkewajiban untuk mengirim barang ke tempat tujuan dengan 
selamat, sedangkan konsumen pengguna jasa angkutan berkewajiban 
membayar biaya trasnportasi.5 
Perjanjian pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian 
pada umumnya seperti yang tertera dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur sahnya suatu 
perjanjian. Adapun syarat-syarat dalam perjanjian seperti para pihak yang 
berjanji dalam hal perjanjian pengangkutan ini, yakni pihak pengangkut dan 
                                                          
2 Janus Sidabalok, Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan 
Internasional), Yayasan Kita Menulis, 2019, hlm. 106. 
3 Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, Hukum Pengangkutan Indonesia, Solo: 
Navida, 2019, hlm. 7. 
4 Janus Sidabalok, loc. cit. 





pihak pengirim barang. Pada perjanjian pengangkutan yang dilakukan, 
secara tidak langsung pihak penyedia jasa pengiriman barang harus 
bertanggung jawab dalam aspek keselamatan barang seperti yang tertera 
pada Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dimana 
pengangkut wajib menjaga keselamatan barang kiriman yang diangkut sejak 
saat penerimaan hingga penyerahaan barang di tujuan. Artinya pihak 
pengangkut wajib menanggung segala resiko kerugian yang mungkin terjadi 
atas barang yang dikirim selama jangka waktu pengangkutannya.6 
Selain adanya perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dan 
pengirim, pihak pengangkut juga terikat pada perjanjian asuransi pada suatu 
perusahaan asuransi dengan maksud sebagai penanggung apabila terjadi hal 
yang tidak di inginkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 246 KUHD 
bahwa asuransi adalah perjanjian dimana penanggung mengikat diri kepada 
tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya 
ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan yang mungkin akan diderita 
karena peristiwa yang tidak pasti.7 Adanya perjanjian asuransi tentunya juga 
memiliki peran penting dalam jasa pengangkutan. 
Asuransi menjadi salah satu bentuk pengendalian resiko, dengan 
mengalihkan resiko dari pihak yang memungkinkan akan menderita karena 
adanya resiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia menanggung dari 
                                                          
6 Sinta Uli, Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, 
Angkutan Darat, dan Angkutan Udara, Medan: USU Press, 2006, hlm. 1. 






kemungkinan terjadinya resiko pada pihak pertama. Pengalihan atau 
membagi resiko dilakukan dengan berdasarkan aturan hukum dan prinsip 
perjanjian asuransi.8 Saat ini ada beberapa perusahaan jasa pengangkutan 
terpercaya yang dapat digunakan, masing-masing perusahaan memiliki 
layanan yang sangat memuaskan, salah satunya adalah PT. Sicepat Ekspres 
Indonesia karena memiliki layanan yang tepat waktu, aman dan pasti 
sampai. 
PT. Sicepat Ekspres Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa 
pengiriman barang yang menyediakan asuransi yang dapat digunakan oleh 
konsumen yang khawatir atas resiko yang mungkin terjadi seperti barang 
kirimannya hilang, rusak, maupun mengalami keterlambatan sampai 
ketujuannya. Meskipun demikian, PT Sicepat Ekspres Indonesia juga 
beberapa kali mendapatkan keluhan dari konsumen.  
Layanan buruk dari SiCepat Best dialami oleh Ahmad. Pada hari 
sabtu malam 4 Juli 2020, Ahmad membeli HP merk Infinix Note 7 melalui 
market place, dan untuk pengiriman Ahmad memilih menggunakan layanan 
sicepat best yang menjanjikan “besok sampai tujuan”. Dalam dashboard 
pembeli pada market place, tercatat barang akan diterima oleh Ahmad pada 
tanggal 6 Juli 2020. Nomor resi SiCepat Ahmad adalah 000857216092. 
Namun hingga malam tanggal 6 Juli 2020, barang belum juga diterima oleh 
Ahmad. Dalam histori pengiriman SiCepat Best, bahwa barang telah dibawa 
                                                          





oleh kurir SiCepat KS Tubun bernama Mindy Satrio Putra pukul 08.59, 
namun barang tidak diantar sampai tujuan dan tercatat dikembalikan kepada 
SiCepat KS Tubun pukul 21.43. 
Dalam history pada 7 Juli 2020 pukul 10.15 barang dibawa oleh 
kurir bernama Alby Muhammad. Karena ditunggu hingga pukul 19.30 
barang belum diterima, Ahmad mencoba menelepon contact sicepat nomor 
021 50200050, untuk menanyakan kapan barang bisa diterima oleh Ahmad. 
Pukul 19.40 pengaduan diterima oleh Gunawan, dan disuruh menunggu 
hingga pukul 22.00, pada pukul 22.20 pengaduan diterima oleh Toga, 
dijawab bahwa pengiriman tidak memungkinkan lagi, mohon ditunggu 
besok. 
Pada 8 Juli 2020, Ahmad kembali menelepon SiCepat pada pukul 
09.18, pengaduan diterima oleh Della, menginformasikan bahwa barang 
sudah dibawa oleh Alby Muhammad pukul 08.57 dan meminta maaf atas 
ketidaknyamanan yang terjadi karena keterbatasan moda pengantaran dan 
paket akan dikirimkan prioritas. Pukul 11.00 pengaduan diterima oleh Heni, 
dan solusinya disuruh menunggu hingga pukul 22.00. Ahmad kecewa 
karena laporan terhadap SiCepat tidak memberikan solusi atas 
pengaduannya.  
Tanggal 9 Juli 2020 SiCepat menyatakan bahwa barang hilang. 
Ahmad langsung menghubungi market place tersebut melalui fitur buka 





mengajukan klaim melalui asuransi. Namun salah satu syarat klaim adalah 
laporan kehilangan kepolisian dari kurir pengiriman. Ahmad kembali 
menghubungi Contact SiCepat untuk mendapatkan berkas laporan 
kehilangan kepolisian, namun CS Sicepat menyatakan bahwa penggantian 
akan dilakukan langsung oleh SiCepat dan mengembalikan dana kepada 
Ahmad melalui akun market place tersebut. 
Hingga saat berita ini diturunkan, dari pihak SiCepat masih belum 
melakukan penggantian kepada Ahmad. Ahmad sangat kecewa dan merasa 
dirugikan dengan pelayanan SiCepat. Rencananya Ahmad akan melaporkan 
SiCepat ke pihak kepolisian dengan pasal penggelapan barang.9 
Permasalahan diatas merupakan contoh keluhan terhadap PT 
SiCepat terkait dengan cukup sulitnya untuk melakukan klaim terhadap 
paket barang yang hilang pada PT SiCepat, sehingga dengan demikian dapat 
merugikan pihak pengirim. Meski kebanyakan orang sudah paham betul 
dengan asuransi, namun setiap perusahaan akan memiliki syarat dan 
ketentuannya masing-masing dalam perjanjian asuransi pada jasa 
pengangkutan.10  
Syarat dan ketentuan dalam setiap asuransi inilah yang kemudian 
perlu diperhatikan oleh setiap pengguna asuransi dalam pengiriman barang 
                                                          
9 Ahmad, Layanan buruk “SiCepat Best” merugikan konsumen, Layanan Buruk “SiCepat 
Best” Merugikan Konsumen,Pikirkan Kembali Bila Ingin Memilihnya | Media Purna Polri 
Diakses Rabu 2 Juni 2021, Pukul 10.32 
10 Biaya Asuransi Sicepat 2021 : Pengertian, Syarat & Cara Hitung Asuransi 





melalui jasa ekspedisi, dengan demikian maka akan mempermudah dalam 
proses pengeklaiman terhadap paket barag yang dikirim oleh pengirim 
apabila terjadi sebuah resiko yang mungkin tidak menentu pada barang 
kirimannya. Untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi pada 
pengirim, hendaknya pengirim memahami dengan betul terkait dengan 
klausul-klausul dalam perjanjian asuransi yang digunakannya dan 
memahami terkait dengan prosedur dalam melakukan klaim asuransi pada 
jasa pengangkut tersebut. 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana pengaturan perjanjian asuransi pengiriman paket pada PT 
SiCepat Ekspres Indonesia? 
2. Bagaimana prosedur penerapan klaim asuransi di PT. Sicepat Ekspres 
Indonesia terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan dan 
kehilangan pada saat pengiriman paket? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaturan dalam perjanjian asuransi pengiriman 
paket pada PT Sicepat. 
2. Untuk mengkaji prosedur pelaksanaan klaim asuransi di PT. Sicepat 
terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan dan kehilangan pada 





D. Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis 
dan praktis dalam bidang hukum yaitu: 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum mengenai pengaturan 
perjanjian dan penerapan prosedur klaim asuransi di PT. Sicepat Ekspres 
Indonesia terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan dan 
kehilangan pada saat pengiriman paket. 
2. Secara Praktis 
 Hasil penelitian ini sebagai wawasan dan bahan pengetahuan bagi 
penulis serta sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan (S1) 
bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang akan diteliti sebelumnya telah banyak dilakukan 
oleh peneliti lain. Untuk itu peneliti akan memberikan gambaran tentang 
posisi penelitian yang akan diteliti terhadap penelitian yang telah dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya, berikut peneliti sajikan 5 (lima) penelitian terkait: 
1. Hananto Widagdo dan Inayah, “Analisis Yuridis Pelaksaan Pemberian 
Asuransi Dalam Kegiatan Ekspedisi Pengiriman Barang (Studi 
lapangan PT. JNE Cabang Boyolali)”.11 Penelitian ini membahas 
                                                          
11 Hananto Widagdo dan Ianayah, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Asuransi 
Dalam Kegiatan EkspedisiPengiriman Barang (Studi Kasus di PT JNE Kabupaten Boyolali)”, 





tentang pertanggung jawaban yang diberikan PT. JNE Boyolali kepada 
konsumen. 
2. Fadhly Wicaksono, “Hukum Aspek Pengiriman Barang oleh 
Perusahaan Jasa Ekspedisi dan Cargo melalui Pengangkutan Laut”.12 
Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan jasa 
ekspedisi dalam pengiriman barang melalui pengangkutan laut. 
3. Sri Zanariyah, “Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Atas Barang Yang 
Dikirim Melalui Perusahaan Jasa Penitipan PT. TIKI Bandar 
Lampung”.13 Penelitian ini membahas tentang prosedur dan kriteria 
asuransi yang berlaku pada PT. TIKI Bandar Lampung. 
4. Devina Agustin Febriana, “Analisis Penerapan Risk Management untuk 
Meminimalisir Kerugian Kegiatan Pengiriman Pada PT Diva Semesta 
Transindo di Bidang Jasa Ekspedisi di Surabaya”.14 Penelitian ini 
membahas tentang management resiko terhadap kerugian yang mungkin 
terjadi dalam kegiatan pengiriman barang pada PT Diva Semesta 
Transindo Surbaya. 
5. Budi Hariyanto, “Analisis Hukum Tentang Asuransi Terhadap Hilang 
atau Rusaknya Barang Dalam Pengiriman Melalui Laut”.15 Penelitian 
                                                          
12 Fadhly Wicaksono, Hukum Aspek Pengiriman Barang oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi 
dan Cargo melalui Pengangkutan Laut”, Juris-Diction, Volume 3, Nomor 5, September, 2020. 
13 Sri Zanariyah, “Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Atas Barang Yang Dikirim Melaui 
Perusahaan Jasa Titipan Kilat Tiki Bandar Lampung”, Center for Open Science, No. 8vmcq. 2017. 
14 Devina Agustin Febriana, “Analisis Penerapan Risk Management untuk Meminimalisir 
Kerugian Kegiatan Pengiriman Pada PT Diva Semesta Transindo di Bidang Jaa Ekspedisi di 
Surabaya”, Calyptra, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm. 463. 
15 Budi Hariyanto, “Analisis Hukum Tentang Asuransi Terhadap Hilang atau Rusaknya 






Ini membahas tentang tanggung jawab terhadap kerusakan atau 
kehilangan barang pada waktu pengiriman barang melalui laut dan 
penyelesaian perusahaan asuransi apabila terjadi wanprestasi. 
Berdasarkan 5 (lima) penelitian tersebut, peneliti akan melakukan 
penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan 
diteliti dilakukan dengan mengkaji tentang pengaturan perjanjian dan 
penerapan prosedur klaim asuransi di PT. Sicepat Ekspres Indonesia dengan 
studi kasus pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Tegal terhadap 
barang kiriman yang mengalami kerusakan dan kehilangan pada saat 
pengiriman paket.  
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 
valid dengan tujuan dapat dikembangkan atau dibuktikan, suatu 
pengetahuan tertentu yang pada gilirannya dapat digunakan untuk 
memahami dan mengantisipasi masalah pada bidang tertentu.16  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
metode normatif-empiris (applied law research), adalah penelitian hukum 
tentang implementasi ketentuan hukum positif pada peristiwa hukum 
tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.17 
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1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang 
menggunakan data primer. Sumber datanya diperoleh melalui observasi, 
penyebaran angket dan wawancara.18 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan empiris, yaitu meninjau permasalahan hukum sebagai 
realitas sosial ataupun kultural.19 
Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris karena peneliti 
akan meninjau permasalalahan terkait pengaturan dalam perjanjian 
asuransi pengiriman paket pada PT Sicepat dengan kondisi yang ada di 
lapangan. 
3. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data 
yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak 
lain, sedangkan20. Penelitian ini dilakuan dengan menggunakan bahan 
hukum sekunder yang masih relevan. 
Data sekunder yang dijadikan sebegai bahan pada penelitian ini 
antara lain : 
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a. Bahan hukum sekunder 
Bahan yang berupa publikasi tentang hukum seperti buku-buku, 
kamus hukum, jurnal, Undang-undang, skripsi, tesis, dan disertasi 
hukum.21 Bahan sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan buku-buku, dan jurnal hukum serta 
perundang-undangan yang masih relevan dengan penelitian yang 
diteliti. 
b. Bahan hukum primer 
Bahan yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-
undangan terkait dengan objek penelitian22. Bahan sekunder yang 
akan digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-
undangan yang masih relevan terhadap penelitian yang akan 
diteliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 
metode wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung 
antara peneliti dan responden dalam bentuk tanya jawab dengan tatap 
muka.23 
Pada penyusunan tugas akhir ini peneliti akan melakukan 
penelitian pada PT. Sicepat Ekspres Indonesia Cabang Tegal, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  
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a. Data Primer 
Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui 
wawancara, dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak-
pihak yang mengetahui dan memahami obyek yang diteliti, yaitu 
pejabat yang berwenang di PT. Sicepat Ekspres Cabang Tegal. 
b. Data Sekunder 
Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi 
pustaka, yang didapatkan dari karangan ilmiah, buku-buku ilmiah, 
tesis, laporan penelitian, peraturan-peraturan dan sumber-sumber 
tertulis lainnya. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu normatif 
kualitatif. Metode analisis normatif kualitataif adalah analisis data 
dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu 
untuk menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan, pada saat ini 
fokus penelitian masih bersifat sementara yang kemudian akan 
berkembang apabila peneliti telah masuk kedalam lapangan.24 Analisis 
yang akan dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisis 
terhadap bahan hukum sekunder dan primer kemudian dianalisis untuk 
menemukan jawaban dari permasalahan yang dipecahkan pada 
penelitian ini. 
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G. Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang 
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.25 
Bab II Tinjauan Konseptual, bab ini akan membahas tentang ruang 
lingkup perjanjian, ruang lingkup asuransi dan ruang lingkup pengangkutan. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas tentang 
pengaturan perjanjian asuransi pengiriman paket dan prosedur penerapan 
klaim asuransi di PT. Sicepat Ekspres Indonesia terhadap barang kiriman 
yang mengalami kerusakan dan kehilangan pada saat pengiriman paket. 
Bab IV Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran 
dari penelitian ini.  
 
                                                          





BAB II  
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian sering disebut dengan persetujuan, berasal dari bahasa 
Belanda yaitu overeenkomst.26 Perjanjian yaitu suatu peristiwa yang 
terjadi saat para pihak saling berjanji untuk melakukan perbuatan 
tertentu. 
Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu kejadian dimana 
seseorang berjanji terhadap orang lain atau ketika dua orang saling 
berjanji untuk melakukan sesuatu hal.27 Artinya, bahwa perjanjian 
merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk tercapainya 
kata sepakat dari para pihak di lingkungan harta kekayaan.  
Perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang perikatan, pengertian perjanjian itu 
diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan perjanjian 
merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan 
diri dengan satu orang atau lebih. Sehingga perjanjian ialah hubungan 
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakat bersama 
untuk menimbulkan akibat hukum.  
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Kesepakatan merupakan suatu perjanjian dimana unsur esensial 
untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. 
Apabila salah satu unsur yang terdapat dalam pasal tersebut tidak 
terpenuhi, terjadi kekeliruan atau penipuan pada perjanjian tersebut 
maka dapat dibatalkan. Hal itu terjadi cacat pada suatu perjanjian yang 
telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak terkait. Jika kesepakatan 
dilanggar oleh pihak yang dirugikan, maka dapat menuntut agar pihak 
lain dapat dikenakan hukuman. 
2. Unsur-unsur Perjanjian 
Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah 
sebagai berikut: 
a. Unsur Essensialia  
Unsur ini adalah bagian pokok pada suatu perjanjian. Sehingga 
apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai bagian pokok, maka 
perjanjian itu tidak memenuhi syarat.28 
b. Unsur Naturalia  
Unsur ini oleh Undang-Undang telah ditentukan sebagai peraturan 
yang memiliki sifat mengatur.29 
c. Unsur Accidentalia  
Unsur ini adalah pelengkap pada suatu perjanjian, yang ketentuan-
ketentuannya dapat diatur atau bisa dikesampingkan oleh para 
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pihak. Unsur accidentalia adalah syarat yang ditentukan secara 
bersama dengan pihak-pihak terkait. Oleh para pihak unsur ini 
ditambahkan pada perjanjian dimana Undang-Undang tidak 
mengatur unsur perjanjian yaitu:30 
1) Ada pihak-pihak  
Pihak tersebut merupakan subyek perjanjian paling sedikit 
terdiri dari dua orang atau badan hukum dan memiliki 
wewenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum 
berdasarkan Undang-Undang. 
2) Ada persetujuan 
Persetujuan dilaksanakan oleh para pihak yang bersifat tetap. 
3) Ada tujuan yang hendak dicapai  
Tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang. 
4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan 
Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak 
sesuai syarat perjanjian. 
5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan  
Perjanjian bisa dituangkan secara lisan maupun tertulis. Hal 
tersebut sesuai pada ketentuan Undang-Undang yang 
                                                          






menyatakan, dengan bentuk tertentu perjanjian memiliki 
kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. 
6) Ada syarat-syarat tertentu  
Syarat menurut Undang-Undang, sehingga suatu perjanjian 
menjadi sah. 
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 
Untuk mengetahui suatu perjanjian tersebut sah atau tidaknya, 
maka perjanjian harus memenuhi beberapa syarat. Sesuai pada Pasal 
1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Artinya pihak-pihak yang terlibat pada perjanjian wajib menyepakati 
tentang hal-hal pokok dari perjanjian itu.31 Pasal 1321 KUHPerdata 
menyatakan bahwa perjanjian dikatakan tidak sah apabila terjadi 
kekhilafan, adanya paksaan atau penipuan. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang cakap 
dalam membuat perjanjian, kecuali: 
a. Orang-orang yang belum dewasa 
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 
c. Orang-orang perempuan yang telah kawin. 
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3. Suatu hal tertentu 
Hal ini bisa kita jumpai dalam Pasal 1332 KUHPerdata yang 
menyebutkan “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan 
saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. 
Dan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, berbunyi “Suatu perjanjian 
harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan 
jenisnya”. 
4. Suatu sebab yang diperkenankan 
Artinya isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, 
kesusilaan ataupun ketertiban umum sesuai pada Pasal 1337 
KUHPerdata. Selain itu Pasal 1335 KUHPerdata menyebutkan suatu 
perjanjian yang dilakukan dengan tanpa sebab atau dibuat lantaran 
sebab yang palsu ataupun terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. 
Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena 
memenuhi subyek hukum. Untuk syarat ketiga dan keempat merupakan 
syarat obyektif karena memenuhi obyek perjanjian.32 Tidak memenuhi 
syarat subyektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Artinya 
perjanjian itu menjadi batal jika ada yang memohon untuk dibatalkan. 
Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif dapat mengakibatkan 
                                                          






perjanjian itu menjadi batal karena hukum. Maksudnya ialah sejak awal 
dianggap tidak pernah adanya suatu perikatan.33 
B. Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Asuransi 
1. Pengertian Asuransi 
Asuransi berasal dari bahasa inggris yaitu insurance, pada kamus 
besar bahasa indonesia dengan persamaan kata “pertanggungan”. 
Perasuransian merupakan istilah hukum (legal term) yang digunakan 
pada perUndang-Undangan dan perusahaan asuransi, artinya 
pertanggungan suatu objek dari ancaman yang mungkin akan 
menimbulkan kerugian.34  
Dasar hukum asuransi ada pada KUHPerdata, KUHD, dan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 
butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
menyebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, 
yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, dasar penerimaan premi 
pada perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:35 
a. Memberi penggantian pada pemegang polis karena suatu kerugian, 
kerusakan, ataupun tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang 
mungkin diderita pemegang polis karena terjadi peristiwa yang tidak 
pasti. 
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b. Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 
tertanggung ataupun pada hidupnya tertanggung dengan manfaat 
yang besarnya ditetapkan pada hasil pengelolaan dana. 
Ketentuan pada Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa:36           
“Asuransi merupakan perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri 
pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian karena 
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin 
dideritanya dari suatu peristiwa” 
2. Unsur-unsur Asuransi 
Definisi tersebut dapat diuraikan unsur asuransi sebagai berikut:37 
1. Pihak-pihak 
Subjek asuransi ialah para pihak dalam asuransi, yaitu penanggung 
dan tertanggung yang melakukan perjanjian asuransi. Penanggung 
dan tertanggung merupakan pendukung kewajiban dan hak. 
Penanggung wajib menanggung resiko yang dipindahkan 
kepadanya serta berhak atas pembayaran premi, sedangkan pada 
tertanggung wajib memberikan premi serta berhak mendapatkan 
penggantian apabila timbul kerugian yang diasuransikan. 
2. Status pihak-pihak 
Penanggung merupakan perusahaan badan hukum, dapat 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan ataupun 
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Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, 
persekutuan, atau badan hukum, baik dalam perusahaan ataupun 
tidak. Tertanggung sebagai pihak atas harta yang di asuransikan. 
3. Objek asuransi 
Objek asuransi bisa berupa benda, hak dan premi atau kerugian. 
Tujuan penanggung yaitu mendapatkan premi sebagai pengalihan 
resiko tertanggung yang bertujuan bebas dari segala resiko serta 
mendapatkan penggantian apabila terjadi kerugian. 
4. Peristiwa asuransi 
Merupakan perbuatan hukum berupa kesepakatan antara 
penanggung dan tertanggung tentang objek asuransi, resiko yang 
tidak pasti, dan syarat yang berlaku pada asuransi. Kesepakatan 
bebas dibuat dengan bentuk tertulis yang disebut polis. Polis adalah 
alat bukti yang digunakan untuk membuktikan terjadinya 
asuransi.38 
5. Hubungan asuransi 
Hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung 
merupakan ketertarikan yang terjadi karena kesepakatan bebas. 
Keterikatan ini berupa kesediaan oleh penanggung dan tertanggung 
untuk memenuhi kewajiban dan hak para pihak secara timbal balik. 
Saat tercapainya perjanjian asuransi, tertanggung terikat dan wajib 
membayar premi asuransi kepada penanggung, sejak saat itu pula 
                                                          





penanggung menerima pengalihan resiko. Apabila terjadi peristiwa 
yang menimbulkan kerugian, maka penanggung wajib 
memberikan ganti rugi sesuai ketentuan pada polis asuransi. 
Namun apabila tidak terjadi peristiwa yang menyebabkan 
kerugian, maka premi yang dibayar oleh tertanggung tetap menjadi 
milik penanggung.39 
Unsur penting peristiwa asuransi terdapat pada rumusan Pasal 246 
KUHD yaitu penggantian kerugian. Unsur tersebut menunjuk pada 
asuransi kerugian atau loss insurance, objeknya yaitu harta kekayaan. 
Sedangkan asuransi jiwa atau life insurance tidak termasuk rumusan 
Pasal 246 KUHD, sebab jiwa manusia tidak termasuk harta kekayaan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD 
mencakup bidang asuransi kerugian saja.40 
3. Pengertian Premi Asuransi  
Pasal 246 KUHD berbunyi: 
“Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung 
dengan menerima premi.”41  
Rumusan tersebut dapat diartikan bahwa premi merupakan unsur 
penting pada asuransi karena hal tersebut wajib dipenuhi oleh 
tertanggung. Pada hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan 
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resiko dari tertanggung dan tertanggung wajib membayar premi sebagai 
imbalannya. Jika premi tidak dibayarkan, asuransi dapat dibatalkan. 
Asuransi bersifat konsensual, artinya saat terjadi perjanjian maka 
timbul kewajiban dan hak kedua belah pihak. Namun asuransi dapat 
berjalan apabila tertanggung telah membayar premi. Artinya resiko 
beralih kepada penanggung saat premi dibayarkan oleh tertanggung. 
Berdasarkan hal tersebut, maka terjadinya asuransi ditentukan oleh 
pembayaran premi. 
Sebagai usaha di Indonesia, ekstensi lembaga asuransi telah 
diberikan dasar hukum yang kuat oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 
1992 tentang usaha perasuransian. Legalisasi kegiatan dalam usaha 
asuransi sangat diperlukan dalam pemberian izin usaha, mengingat 
perusahaan asuransi melakukan kegiatannya itu dengan cara 
mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk premi, yang nantinya 
diberikan kembali kepada masyarakat melalui klaim. 
Uang premi yang tersimpan dalam waktu yang lama di perusahaan 
dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendanai suatu usaha yang 
mendapatkan keuntungan padanya, disamping untuk membantu 
masyarakat meningkatkan usaha dengan memberikan kredit jangka 





pembangunan ekonomi negara yang dapat digunakan oleh kalangan 
masyarakat.42 
4. Syarat-syarat Sah Asuransi 
Asuransi adalah jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. 
Ketentuan syarat sahnya suatu perjanijan dalam KUHPerdata berlaku 
untuk perjanjian asuransi. Disamping itu ketentuan syarat sah dalam 
perjanjian, juga berlaku syarat khusus yang diatur dalam KUHD. 
Syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. 
Menurut pasal tersebut, syarat sah suatu perjanjian adalah:43 
1. Kesepakatan  
Para pihak sepakat melakukan perjanjian asuransi, kesepakatan 
tersebut meliputi:  
a. Benda yang dijadikan objek untuk asuransi; 
b. Mengalihkan resiko serta pembayaran premi; 
c. Peristiwa yang tidak pasti dan ganti rugi; 
d. Syarat khusus asuransi; 
e. Dilakukan secara tertulis atau disebut polis.  
Pelaksanaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung 
dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan Pasal 
260 KUHD, jika asuransi dilakukan melalui perantaraan seorang 
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makelar, maka polis yang ditandatangani wajib diberikan dalam waktu 
delapan hari sejak perjanjian dibuat. 
Perjanjian antara tertanggung dan penanggung dilakukan dengan 
bebas artinya tidak dalam pengaruh tekanan, ataupun paksaan oleh 
pihak-pihak tertentu. Para pihak sepakat dengan syarat perjanjian 
asuransi sesuai pada ketentuan Undang-Undangan yang saat ini berlaku. 
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan 
bahwa penutupan pada objek asuransi harus dengan kebebasan untuk 
memilih penanggung kecuali untuk program asuransi sosial.  
2. Kewenangan 
Kedua belah pihak berwenang melakukan perbuatan hukum yang 
diakui Undang-Undang. Kewenangan tersebut ada yang bersifat 
subjektif dan objektif. Kewenangan subjektif yaitu para pihak telah 
dewasa, memiliki ingatan yang sehat, tidak dalam perwalian. Sedangkan 
kewenangan objektif yaitu tertanggung memiliki hubungan yang sah 
pada objek asuransi karena benda tersebut merupakan kekayaan 
miliknya.44 
3. Objek Tertentu  
Objek tertentu yang diasuransikan berupa harta kekayaan dan 
kepentingan pada harta kekayaan terdapat dalam perjanjian asuransi 
                                                          





kerugian, serta obyek berupa jiwa manusia terdapat dalam perjanjian 
asuransi jiwa.45 
Tertanggung yang mengasuransikan objek tersebut harus memiliki 
hubungan langsung maupun tidak langsung dengan objek asuransi 
tersebut. Apabila harta kekayaan, jiwa ataupun raga yang menjadi obyek 
asuransi merupakan milik tertanggung sendiri maka dapat disebut ada 
hubungan langsung. Namun bila tertanggung hanya memiliki 
kepentingan atas obyek asuransi, maka dapat dikatakan ada hubungan 
tidak langsung. Sehingga tertanggung wajib membuktikan bahwa ialah 
pemilik ataupun yang mempunyai kepentingan objek asuransi tersebut. 
Meskipun orang yang melakukan asuransi tersebut tidak memiliki 
hubungan langsung dengan objek asuransi, maka wajib menyebutkan 
untuk kepentingan siapa asuransi itu dilakukan. Jika tidak, asuransi 
tersebut dianggap tidak terjadi.46 
4. Kausa yang Halal  
Artinya isi perjanjian asuransi tersebut tidak bertentangan oleh 
Undang-Undang, baik ketertiban umum ataupun dengan kesusilaan. 
Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak ialah mengalihkan resiko atas 
objek asuransi yang di ikuti dengan membayar premi. Jadi, kedua belah 
pihak berprestasi, tertanggung membayar premi.47 
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C. Tinjauan Tentang Ruang Lingkup Pengangkutan 
1. Pengertian Pengangkutan 
Kata pengangkutan sering di sebut dengan transportasi, yang 
berasal dari bahasa latin yaitu transportare yang berarti mengangkut 
atau membawa. Maka transportasi memiliki arti mengangkut sesuatu 
dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini menunjukan bahwa transportasi 
adalah jasa yang diberikan untuk membantu orang ataupun barang untuk 
diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya.48 
Purwosutjipto mengatakan bahwa pengangkutan merupakan 
kesepakatan timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, yang 
mana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan 
barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuannya dengan 
selamat, sedangkan pengirim membayar uang angkutan.49 
Pengangkutan memiliki tiga dimensi pokok yaitu, pengangkutan 
sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan 
sebagai proses.50 Pengangkutan merupakan proses kegiatan pemindahan 
barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuannya, menggunakan 
dengan berbagai jenis pengangkut yang diakui dalam Undang-
Undang sesuai pada bidang angkutan serta kemajuan teknologinya.51 
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2. Asas-asas Hukum Pengangkutan 
Pada Undang-Undang yang dibentuk biasanya dikenal dengan asas 
maupun prinsip yang mendasar dengan diterbitkannya Undang-Undang 
tersebut. Asas hukum adalah dasar Undang-Undang dan peraturan pada 
pelaksanaannya. Jika asas dihilangkan maka runtuhlah Undang-Undang 
tersebut dengan segala peraturan pelaksananya.52 
Terdapat dua sifat asas hukum pada hukum pengangkutan yaitu 
bersifat publik yang landasan hukum pengangkutannya berlaku dan 
bermanfaat untuk semua pihak, yaitu pihak dalam pengangkutan, pihak 
yang memiliki kepentingan pada pengangkutan serta pihak pemerintah. 
Asas ini terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang 
pengangkutan, sedangkan yang bersifat perdata yaitu landasan hukum 
pengangkutan yang berlaku serta bermanfaat hanya untuk 
pihak pengangkutan niaga yaitu pengangkut serta penumpang maupun 
pengirim barang.53  
1. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat publik, yaitu:  
a. Asas manfaat; 
b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan; 
c. Asas adil dan merata; 
d. Asas keseimbangan; 
e. Asas kepentingan umum; 
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f. Asas keterpaduan; 
g. Asas kesadaran hokum; 
h. Asas percaya pada diri sendiri; 
i. Asas keselamatan Penumpang.  
2. Asas hukum pengangkutan bersifat perdata, terdiri dari:54 
a. Asas konsensual; 
b. Asas koordinatif; 
c. Asas campuran ialah pengangkutan yang memiliki tiga jenis 
perjanjian yakni, pemberian kuasa, peyimpanan barang serta 
melakukan pekerjaan oleh pengirim kepada pengangkut. 
d. Asas pembuktian dengan dokumen. 
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum 
Hukum pengangkutan memiliki 3 (tiga) prinsip untuk 
menentukan tanggung jawab sebagai pengangkut, yaitu:55 
1. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan 
Ajaran ini didasarkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau dalam 
hukum di sebut tergugat ialah yang menentukan tanggung jawab 
pengangkutan berdasarkan pada pembuktikan kesalahan pengangkut. 
Pada hukum positif Indonesia, prinsip ini bisa menggunakan Pasal 1365 
KUHPerdata dengan pasal perbuatan melawan hukum. 
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Berdasarkan pasal ini perbuatan melanggar hukum dapat dituntut 
ganti rugi, dengan pemenuhan unsur-unsur berikut in:56 
1) Terjadinya perbuatan melawan hukum dari tergugat; 
2) Perbuatan tersebut dapat dituntut kepadanya; 
3) Terjadinya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.  
Sedangkan aturan khusus mengenai tanggung jawab pengangkut 
berdasarkan prinsip kesalahan biasanya ditentukan dalam Undang-
Undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. 
2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga 
Pada prinsip ini tergugat selalu dianggap bersalah terkecuali 
apabila tergugat mampu membuktikan jika dirinya tidak bersalah. 
Sehingga prinsip ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama, 
namun dalam pembuktian menjadi terbalik yang mana tergugat harus 
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.57 Pada KUHD prinsip 
tanggung jawab atas dasar praduga bersalah bisa ditemukan dalam 
Pasal 468 yang menyatakan bahwa:58 
”Perjanjian pengangkutan menjanjinkan pengangkut untuk menjaga 
keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai 
saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena 
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tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada 
kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya 
barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu 
adalah  akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau 
dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya 
sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas 
tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang 
digunakannya dalam pengangkutan itu”.  
3. Prinsip tanggung jawab mutlak. 
Pada prinsip ini pihak yang membuat kerugian atau di sebut 
tergugat pasti akan bertanggung jawab, sebab pengangkut mustahil 
bebas dari tanggung jawab dengan menggunakan alasan apapun yang 
membuat kerugian pada penumpang maupun pengirim barang.59 
Berdasarkan Undang-Undang tentang pengangkutan, prinsip 
tanggung jawab mutlak tidak diatur. Karena alasan bahwa pengangkut 
yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko 
yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh 
menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut 
berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak. 






4. Sumber Hukum Pengangkutan 
Hukum pengangkutan adalah bagian dari hukum dagang yang ada 
pada bidang hukum perdata. Dari segi susunan hukum normatif, hukum 
perdata adalah sub sistem tata hukum nasional. Maka, hukum 
pengangkutan merupakan bagian dari sub sistem hukum nasional. 
Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam 
peraturan perUndang-Undangan, namun dibuat khusus menurut jenis 
pengangkutan. Saat ini jenis pengangkutan yang digunakan ada tiga 
macam, yaitu pengangkutan darat, laut dan udara.  
Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam 
KUHD bisa ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu:60 
Buku 1 bab V bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 
98 Tentang Pengangkutan Darat dan Pengangkutan Perairan Darat:  
1. Buku II Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 Tentang 
Pencarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 
520 Tentang Pengangkutan Barang, dan Buku IIBab V B Pasal 521 
sampai Pasal 544a Tentang Pengangkutan Orang. 
2. Buku I Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai 
Kedudukan Para Ekspeditur sebagai Pengusaha Perantara. 
                                                          





3. Buku I Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai 
Kapal-Kapal yang Melalui Perairan Darat.  
Ketentuan mengenai pengangkutan di luar KUHD terdapat pada 
sumber khusus, antara lain: 
1. Konvensi internasional. 
2. Perjanjian bilateral dan multilateral. 
3.  Peraturan perUndang-Undangan nasional. 
4. Yurisprudensi. 
5. Perjanjian antara: 
a. Pemerintah dengan perusahaan angkutan 
b. Perusahaan angkutan dengan perusahaan angkutan 
c. Perusahaan angkutan dengan pribadi atau swasta 
Peraturan khusus pada tiap jenis pengangkutan diatur di dalam:  
1. Peraturan Pengangkutan Darat  
a. Pasal 91 KUHD sampai dengan Pasal 98 KUHD tentang surat 
angkutan, pengangkut, juragan perahu melalui sungai serta 
perairan darat. 
b. Ketentuan di luar KUHD atau KUHPerdata terdapat dalam: 
1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. 
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaapian. 
3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 





2. Peraturan Pengangkutan Laut  
a. KUHD  
1) Buku II Bab V tentang perjanjian carter kapal. 
2) Buku II Bab VA tentang pengangkutan barang. 
3) Buku II Bab VB tentang pengangkutan orang. 
b. Ketentuan lain dapat ditemukan dalam: 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 
tentang pelayaran. 
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 
Tahun 2010tentang angkutan di perairan. 
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2011 tentang angkutan multimoda. 
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2010 tentang kenavigasian. 
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2010 tentang angkutan di perairan. 
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2010 tentang perlindungan lingkungan maritim. 
7) Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2009 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai 





dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai 
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 
2009 tentang pelabuhan. 
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 
2002 tentang perkapalan. 
10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 
tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. 
c. Peraturan Pengangkutan Udara   
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan 
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976, tentang pengesahan 
konvensi tokyo 1963, konvensi the hague 1970 dan konvensi 
montreal 1971. 
3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang penambahan 
pada KUHP yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan 
dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan. 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang 
angkutan udara. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
keamanan dan keselamatan penerbangan. 
6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Perjanjian Asuransi Pengiriman Paket Pada PT SiCepat 
Pengangkutan barang adalah salah satu usaha di bidang jasa yang 
mendapat peluang besar untuk memperoleh suatu keuntungan. 
Pengangkutan barang pada masyarakat maupun dalam dunia usaha sangat 
diperlukan, sehingga mempermudah para pihak yang membutuhkan dalam 
mengangkut penumpang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. 
Namun pihak pengguna jasa angkutan wajib membayar ongkos sesuai 
ketentuan ataupun kesepakatan para pihak dengan nilai tergantung pada 
objek yang akan diangkut, baik jarak tempuh perjalanan serta resiko yang 
dihadapi.61 Salah satu jasa pengangkutan barang ialah PT. SiCepat Ekspres 
Indonesia, Head office beralamatkan di Jalan Ir. H. Juanda 3 No. 17-19 
Jakarta Pusat, Branch Office di Jalan Kapten Sudibyo No. 130 Kota Tegal. 
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara perusahaan 
pengangkutan dengan pengirim barang, sehingga pengangkut mempunyai 
kewajiban mengangkut barang ataupun orang dari suatu tempat ketempat 
tujuannya dengan aman, sedangkan pengirim mempunyai kewajiban 
memberikan biaya angkutan tersebut kepada pihak pengangkut.62 
Perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, melainkan 
dengan menyatakan “kesepakatan kehendak” merupakan bagian dari unsur 
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pada Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana pengangkutan niaga merupakan 
angkutan umum dengan membayar ongkos kepada pengangkut.63 
Pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan disebut subjek 
hukum dalam pengangkutan. Para pihak pada perjanjian ini dibagi menjadi 
dua, yaitu pihak yang terikat dengan perjanjian pengangkutan secara 
langsung dan pihak yang terikat dengan perjanjian pengangkutan secara 
tidak langsung.64 
A. Pihak yang terikat secara langsung 
1. Pihak Pengangkut 
Pada KUHD tidak ditemukan pengertian pengangkut secara luas 
terkecuali pada pengangkutan laut. Tetapi apabila melihat para pihak pada 
perjanjian pengangkutan, maka pengangkut merupakan pihak yang 
mengikatkan diri dalam melaksanakan pengangkutan barang atau orang.65  
Istilah pihak pengangkut mempunyai dua arti:66 
a) Ekspeditur 
Ekspeditur merupakan pihak pengangkut yang membuat perjanjian 
dengan pengirim atau penumpang. Artinya, ekspeditur adalah pihak 
dalam perjanjian, namun tidak mengangkut obyek perjanjian 
pengangkutan tersebut. 
b) Pengangkut sesungguhnya 
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Pihak yang melakukan pengangkutan barang, yang telah di percaya. 
2. Pihak Pengirim  
Pada KUHD tidak mengatur tentang pengertian pengirim. Tetapi 
apabila melihat para pihak pada perjanjian pengangkutan, maka pengirim 
ialah pihak yang berjanji untuk membayar biaya angkut kepada pihak 
pengangkut. 
B. Pihak yang terikat secara tidak langsung  
1. Penerima  
Berdasarkan perjanjian pengangkutan, penerima ialah pihak yang 
berkepentingan atau pihak ketiga yang juga memiliki kepentingan. Hal ini 
penerima ialah pengirim, maka penerima merupakan pihak dalam perjanjian 
pengangkutan atau dalam hal lain penerima merupakan pihak ketiga yang 
juga memiliki kepentingan. Sehingga penerima termasuk dalam subyek 
hukum pengangkutan.  
Syarat penerima menurut perjanjian, yaitu:67 
1) Perusahaan ataupun perseorangan yang mendapatkan hak oleh 
pengirim barang; 
2) Pembuktian dengan dokumen angkutan; 
3) Dibayar atau tanpa memberikan biaya angkutan.  
2. Ekspeditur 
Sesuai Pasal 86 ayat 1 KUHD, ekspeditur ialah orang yang 
mencarikan pengangkutan barang baik melalui darat maupun melalui laut 
                                                          





untuk kepentingan pengirim. Ekspeditur sebagai perantara yang bertindak 
sebagai nama pengirim. Ekspeditur merupakan subjek dalam perjanjian 
pengangkutan karena memiliki hubungan langsung dengan pihak 
pengangkut, pengirim ataupun penerima meskipun bukan pihak yang 
membuat perjanjian pengangkutan. Tetapi dalam praktiknya, pengangkutan 
ekspeditur membuat perjanjian sendiri dengan pengirim yang disebut 
sebagai perjanjian ekspedisi. 
Pada kegiatan pengiriman barang, setiap barang yang dikirim oleh 
pengirim melalui perusahaan penyedia jasa pengirian barang akan dibuat 
perjanjian terlebih dahulu yang berupa pernyataan persetujuan apakah 
barang tersebut akan diasuransikan atau tidak oleh pihak pengirim. Seperti 
di PT. SiCepat, secara khusus kontrak perjanjian asuransi dengan konsumen 
itu tidak ada, namun PT. SiCepat akan terikat dengan konsumen atas 
perjanjian asuransi apabila konsumen secara khusus meminta atau 
menerima penawaran asuransi yang disampaikan langsung oleh Sales 
Counter Officer dan konsumen membayar premi dari biaya asuransi 
tersebut. Asuransi dalam pengangkutan barang ini timbul seiring dengan 
pengalihan resiko yang wajib ditanggung pada pihak SiCepat bila terjadi 
sesuatu yang mungkin menimbulkan kerugian pada konsumen. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Akhmad Muzakie selaku 
Koordinator Pickup (first mile) SiCepat Ekspres Tegal, terdapat beberapa 
langkah proses perjanjian asuransi pengiriman antara SiCepat dengan 





wajib memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu: 
1. Adanya persetujuan para pihak, antara pengangkut dan pengirim; 
2. Antara pengangkut dan pengirim harus cakap dalam melakukan suatu 
perikatan; 
3. Dalam hal tertentu, obyek dalam pengiriman barang harus jelas; dan 
4. Sebab yang halal, perjanjian pengiriman barang tidak dilarang oleh 
peraturan-peraturan yang berlaku. 
Setelah memenuhi syarat sah perjanjian selanjutnya konsumen harus 
memenuhi syarat administrasi yang ditentukan oleh SiCepat, yang 
meliputi:68 
Konsumen menyerahkan barang kirimannya dengan pengemasan 
yang baik sesuai ketentuan SiCepat untuk menjaga isi barang tetap aman 
selama dalam pengiriman, konsumen harus memberikan informasi yang 
lengkap dan jelas tentang isi serta nilai barang kirimannya. Dan tidak 
termasuk dalam kategori barang terlarang, seperti KTP, BPKB, Ijasah serta 
surat-surat penting lainnya atau berbahaya (Dangerous Goods) yang 
menyalahi aturan hukum negara.  
Kemudian konsumen mengisi informasi lengkap mengenai data 
penerima berserta data pengirim, meliputi nama, alamat lengkap yang jelas 
serta nomor telepon yang dapat dihubung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 
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251 KUHD, bahwa “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, 
atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, 
meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, 
sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan 
syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang 
sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”69 
Selanjutnya konsumen memilih jenis layanan yang akan digunakan 
dalam pengiriman sesuai dengan kebutuhannya, berikut 5 jenis layanan 
SiCepat:  
1) SiUntung  
Layanan standar yang memungkinkan untuk mengirim paket dengan 
estimasi waktu 15 jam untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung serta 
1-2 hari sesuai ETA (Estimate Time Arrival) untuk wilayah lainnya di 
seluruh Indonesia dengan tarif reguler. 
2) Best (Besok pasti sampai) 
Layanan ini merupakan pengiriman paket kilat yang akan tiba dengan 
waktu estimasi satu hari kerja ke seluruh wilayah di Indonesia. 
3) Gokil (Cargo Kilat) 
Bagi pengirim yang sering melakukan pengiriman barang dengan 
jumlah banyak, SiCepat menyediakan layanan dengan tarif pengiriman 
yang lebih terjangkau, minimal volume 10 kg dengan estimasi 1-3 hari 
kerja. 
                                                          





4) Halu (Harga Mulai Lima Ribu) 
HALU adalah layanan pengiriman SiCepat dengan tarif mulai dari lima 
ribu rupiah, namun pilihan ini hanya tersedia di market place. 
5) COD (Cash On Delivery) 
Pengirim dapat membayar barang belanjaan secara cash saat barang 
sudah diterima, dan baru tersedia di market place untuk wilayah 
Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. 
Setelah konsumen memilih jenis layanan yang dibutuhkan, pihak 
SiCepat menawarkan konsumennya untuk menggunakan asuransi karena 
untuk menghindari kemungkinan jika mengalami kejadian seperti 
kehilangan, kerusakan saat pengiriman ataupun keterlambatan akibat dari 
kelalaian dalam pengangkutan. Pihak SiCepat juga telah bekerjasama 
dengan beberapa market place di indonesia, apabila konsumen memilih jasa 
pengangkutan SiCepat dalam pembelian barang maka biaya pengiriman 
barang tersebut sudah termasuk asuransi yang telah diatur dalam sistem 
pembayaran pada market place tersebut. 
Apabila dalam proses pengiriman barang pihak SiCepat lalai hingga 
terjadi barang hilang, maka pihak SiCepat akan memberikan ganti rugi pada 
barang tersebut dilihat dari kategori paket yang di asuransikan atau paket 
tanpa asuransi. Untuk kategori dengan asuransi, ganti rugi yang akan 
diberikan tergantung dengan layanan yang digunakan oleh konsumen. 
Untuk layanan Best akan diberikan ganti rugi senilai Rp. 500.000,- (Lima 





perkilogramnya, tergantung nilai barang yang diasuransikan. Untuk layanan 
selain Best ganti rugi yang akan diberikan maksimal sejumlah Rp. 
2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa menghitung berat barang. Terhadap 
barang tanpa asuransi, SiCepat akan tetap memberikan ganti rugi kepada 
konsumen dengan nilai lebih rendah dari paket yang di asuransikan. 
Berikut perhitungan premi asuransi pada PT. SiCepat: 
Untuk biaya asuransi yang dikenakan sebesar 0.25% dari nilai barang 
kiriman, misalnya: 
Pengirim akan mengirim paket berupa laptop dengan nilai barang Rp. 
10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) maka premi asuransinya Rp. 25.000,- 
(Dua puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan biaya ongkos kirim sesuai 
berat paket tersebut. 
Berat pengiriman barang yang ditentukan oleh SiCepat minimal 1kg, 
dengan toleransi 0.30 apabila berat paket 1,30kg maka masih terhitung 1 kg, 
namun apabila berat paket 1,35kg berat pengiriman tersebut terhitung dalam 
2 kg. 
Kesepakatan perjanjian SiCepat dan pengirim terjadi jika pengirim 
menyatakan kesepakatan tentang syarat dan ketentuan pada perjanjian baku 
yang tidak bertentangan oleh Undang-Undang yang berlaku, terkait ongkos 
pengiriman, estimasi waktu pengiriman, serta berat paket yang dapat 
mempengaruhi nilai pembayaran. Apabila konsumen sepakat untuk 
mengasuransikan barang kirimannya tersebut, maka konsumen wajib 





Officer. Sesuai dengan Pasal 255 KUHD yang menyebutkan 
bahwa “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang 
diberi nama polis.”70 Apabila melihat ketentuan pasal tersebut, polis 
merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi serta sebagai alat bukti adanya 
perjanjian asuransi yang memuat syarat-syarat khusus sebagai berikut 
(kecuali mengenai asuransi jiwa):71 
a. Hari serta tanggal terjadinya perjanjian asuransi;  
b. Nama tertanggung, baik untuk diri sendiri ataupun pihak ketiga; 
c. Informasi yang jelas dan lengkap mengenai obyek yang diasuransikan; 
d. Jumlah yang diasuransikan; 
e. Bahaya yang ditanggung oleh penanggung; 
f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan 
penanggung; 
g. Premi asuransi; 
h. Seluruh keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji 
khusus yang diadakan antara pihak-pihak. 
Selanjutnya pengirim menerima salinan surat perjanjian 
pengangkutan barang atau biasa disebut resi pembayaran, sehingga 
pengangkutan barang antara SiCepat dengan pengirim bisa terlaksana. 
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B. Prosedur Penerapan Klaim Asurasi Di PT. SiCepat 
 Tanggung jawab merupakan keadaan dimana wajib menanggung 
segala sesuatu yang menjadi akibat.72 Dalam tanggung jawab pengangkutan 
terdapat pada Pasal 468 KUHD yang berbunyi “Persetujuan pengangkutan 
mewajibkan pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang 
diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga di serahkannya barang tersebut. 
Pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena 
barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya atau 
karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya 
bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tadi. Disebabkan oleh 
suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun 
dihindarkannya, atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan 
dari pihak yang mengirimkannya. Ia bertanggung jawab untuk perbuatan 
dari segala mereka, yang dipekerjakannya dan untuk segala benda yang di 
pakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”73 
Terdapat beberapa prinsip untuk menentukan tanggung jawab yang 
mendasarinya: 
1. Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Pada Keselamatan Barang  
Hukum pengangkutan memiliki tiga prinsip tanggung jawab, yaitu:  
a. Tanggung Jawab Karena Kesalahan  
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Setiap pengangkut yang melakukan kesalahan saat proses pengiriman 
maka wajib bertanggung jawab membayar seluruh kerugian dari 
kelalaiannya.74 Sedangkan pihak yang mengalami kerugian harus 
memberikan bukti-bukti kelalaian pihak pengangkut. Prinsip tersebut ada 
pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, bahwa 
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 
seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengganti 
kerugian itu” 
b. Tanggung Jawab Praduga Bersalah 
Pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang 
terjadi, namun apabila pengangkut mampu memberikan bukti-bukti yang 
menunjukan dia tidak bersalah, maka dapat di bebaskan dari tanggung 
jawab untuk kerugian tersebut. Arti tidak bersalah yaitu tidak melakukan 
kelalaian, telah berusaha untuk menghindari kejadian yang dapat 
menimbulkan kerugian atau kejadian tersebut tidak mungkin dihindari.75 
c. Tanggung Jawab Mutlak 
Pihak pengangkut wajib bertanggung jawab pada segala kerugian 
yang terjadi saat proses pengiriman barang tanpa harus membuktikan ada 
atau tidaknya kesalahan oleh pengangkut. Pihak pengangkut tidak dapat 
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bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang mengakibatkan 
kerugian tersebut.76 
Ternyata pada perundang-undangan tentang pengangkutan prinsip ini 
tidak diatur, sebab pihak pengangkut di bidang jasa angkutan tidak harus 
dibebani oleh resiko yang terlalu berat. Namun para pihak boleh saja 
menjanjikan penggunaan prinsip ini guna kepentingan praktis penyelesaian 
tanggung jawab, sesuai asas kebebasan berkontrak.77 
2. Batas Tanggung Jawab Pengangkut  
Tanggung jawab pengangkut ialah memberi ganti rugi atas kerugian 
yang dialami dan keuntungan yang seharusnya di terima oleh pengirim. 
Tetapi hal ini tidak mutlak, ada batasan-batasannya, seperti:78 
1) Kerugian tersebut adalah kerugian yang bisa di perkirakan dengan layak 
saat terjadinya perikatan, diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdata. 
2) Kerugian tersebut adalah akibat langsung karena tidak terlaksananya 
perikatan saat perjanjian pengangkutan, diatur dalam Pasal 1248 
KUHPerdata.  
Batasan tanggung jawab kepada pengangkut diatur dalam Pasal 468 
KUHD, berbunyi “Pihak pengangkut diwajibkan mengganti kerugian segala 
kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian 
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tidak dapat diserahkannya atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, 
kecuali apabila di buktikannya bahwa tidak di serahkannya barang atau 
kerusakan tapi di sebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak 
dapat dicegah maupun di hindarkannya atau cacat dari pada barang tersebut 
atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya” 
Pada pasal tersebut pihak pengangkut bisa terbebas dari pemberian 
ganti rugi jika dalam pengangkutan barang terjadi suatu kecelakaan yang 
tidak bisa dihindari pengangkut. Berikut adalah pembebasan pengangkut 
dari pembayaran ganti kerugian: 
a) Cacat pada barang. 
b) Kesalahan dari pengirim itu sendiri. 
c) Keadaan memaksa yang diatur pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 
KUHPerdata. 
1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan 
Ketika perjanjian terjadi, ada hubungan hukum antara SiCepat dan 
pengirim untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. 
Dengan berpegangan pada Undang-Undang yang berlaku dan kebiasaan 
dalam pengangkutan.  
Hak dan Kewajiban Pengangkut 
Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 186 sampai Pasal 196 Tentang Hak 





Hak Pengangkut : 
a) Pengangkut berhak menahan barang yang diangkutnya apabila 
pengirim ataupun penerima tidak melaksanakan kewajiban dengan 
batas waktu yang sudah ditetapkan sesuai dalam perjanjian 
pengangkutan; 
b) Pengangkut berhak mengabil biaya tambahan pada barang yang di 
simpan serta tidak mengambil sesuai kesepakatan; 
c) Pengangkut berhak menjual barang yang diangkutnya secara lelang 
sesuai peraturan perUndang-Undangan apabila pengirim ataupun 
penerima tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan; 
d) Pengangkut berhak meleburkan barang yang bersifat berbahaya dalam 
penyimpanan; 
e) Pengangkut berhak menurunkan penumpang atau barang yang di 
angkutnya pada tempat pemberhentian terdekat apabila penumpang 
atau barang yang diangkutnya bias membahayakan keamanan serta 
keselamatan angkutan; 
f) Pengangkut berhak atas biaya angkutan; 
Kewajiban Pengangkut : 






b) Pengangkut wajib mengembalikan biaya angkut yang sudah di bayar 
oleh penumpang atau pengirim barang jika terjadi pembatalan 
keberangkatan; 
c) Pengangkut wajib memberikan ganti rugi jika penumpang atau 
pengirim barang maupun pihak ketiga mengalami kerugian karena 
kesalahan pengangkut saat melakukan pengangkutan; 
d) Pengangkut wajib mengansuransikan tanggung jawabnya pada barang 
yang diangkut. 
Hak dan Kewajiban Pengirim  
Hak Pengirim : 
a) Pengirim berhak memperoleh perlindungan atas pelaksanaan 
pengangkutan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat 
tujuannya dengan selamat; 
b) Pengirim berhak atas alat angkutan yang layak; 
c) Dalam pengangkutan barang, pihak pengirim berhak memperoleh 
perlindungan serta keselamatan atas barang atau dirinya selama 
pengangkutan; 
d) Pengirim berhak memperoleh ganti rugi yang dialami oleh pengirim 






Kewajiban Pengirim : 
a) Pengirim wajib membayar ongkos angkutan; 
b) Pengirim wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalam pengangkutan 
barang ataupun orang. 
Pada pelaksanaan perjanjiannya, mungkin saja dapat terjadi 
wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. 
Contoh terjadinya wanprestasi jika pada saat pengiriman barang dari pihak 
pengangkut terjadi kehilangan barang ataupun kerusakan yang dapat 
merugikan konsumen. 
Hal tersebut SiCepat wajib bertanggung jawab pada kerugian yang 
diderita oleh pengirim, sesuai pada Pasal 1238 KUHPerdata yakni 
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan 
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya 
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap 
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”79 dan Pasal 234 ayat (1) UU 
No. 22 Tahun 2009 “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan atau 
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 
diderita oleh Penumpang, pemilik barang ataupun pihak ketiga karena 
kelalaian Pengemudi.”80 
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Apabila terjadi suatu permasalahan yang disebabkan oleh pihak 
SiCepat, maka akan diselesaikan secara damai dengan pemberian ganti rugi 
yang disepakati oleh para pihak pada perjanjian sebelumnya. Hal ini sesuai 
dengan yang tercantum pada Pasal 472 KUHD bahwa “Ganti rugi yang 
harus dibayar oleh pengangkut karena tidak menyerahkan seluruhnya atau 
sebagian dari barang-barang, dihitung menurut nilai barang yang macam 
dan sifatnya sama di tempat tujuan, pada waktu barang itu seharusnya 
diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya 
angkutan karena tidak adanya penyerahan. Bila muatan selebihnya dengan 
ketentuan tujuan yang sama, sebagai akibat suatu sebab untuk hal mana 
pengangkut tidak bertanggung jawab, tidak mencapai tujuannya, maka ganti 
ruginya dihitung menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama di 
tempat dan pada waktu barang itu didatangkan”.81 Artinya konsumen 
mempunyai hak untuk mengklaim pihak SiCepat melalui tuntutan ganti 
rugi. 
Untuk pengajuan klaim asuransi pada PT. SiCepat, maka pengirim 
harus melengkapi beberapa dokumen berikut:  
1. Bukti resi yang asli; 
2. Fotokopi identitas diri yang sah; 
3. Foto atau video unboxing, bila paket kirimannya rusak atau jumlah 
yang tidak sesuai. 
                                                          





4. Nomor rekening  
Untuk barang yang hilang, diperlukan surat kehilangan kepolisian dari 
pihak kurir pengiriman. Konsumen hanya perlu melapor ke kantor cabang 
dengan membawa bukti resi asli dan identitas diri, selanjutnya pihak kurir 
akan membantu membuat laporan tersebut. 
Menurut Akhmad Muzakie selaku Koordinator Pickup PT. SiCepat 
Ekspres Cabang Tegal, apabila terjadi kehilangan pada barang kiriman. 
Maka barang kiriman tersebut akan dilacak terlebih dahulu selama beberapa 
waktu dan setelah itu akan ditetapkan statusnya apakah barang tersebut 
hilang, rusak atau mengalami keterlambatan pengiriman, lalu pihak SiCepat 
akan memfollow up konsumen untuk tindakan selanjutnya. Apabila barang 
kiriman tersebut barang yang berasuransi, maka barang tersebut akan 
diproses sesuai dengan asuransi pertanggungan yang ada. 
Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan datang ke kantor pusat atau 
cabang terdekat. Setiap klaim yang diajukan konsumen kepada SiCepat 
harus disampaikan dengan batas waktu 14 hari sejak barang kiriman 
tersebut seharusnya diterima. Apabila pengajuan klaim melebihi 14 hari 
setelah barang tersebut seharusnya diterima, maka pengajuan klaimnya 
tidak akan diproses. Sedangkan untuk batas waktu klaim kerusakan 
maksimal 2 hari di jam kerja. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. SiCepat tersebut, 





pertanyaan atau angket untuk dijawab dan di isi oleh responden dari 
pengguna jasa layanan SiCepat yang dipilih sehingga dapat dianggap 
mewakili. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan SiCepat yang 
dijadikan sampel berjumlah 5 orang, adapun pertanyaan meliputi: 
1. Saat melakukan perjanjian perngiriman barang dengan SiCepat 
apakah selalu menggunakan asuransi pengiriman? 
2. Pernahkah terjadi hal yang menyebabkan kerugian saat 
menggunakan jasa pengiriman SiCepat? 
3. Jika pernah, apakah pengajuan klaimnya berhasil? 
Dengan hasil analisis sebagai berikut: 
Pertanyaan Ya Tidak Persentase 
Saat melakukan perjanjian perngiriman 
barang dengan SiCepat apakah selalu 
menggunakan asuransi pengiriman? 
1 4 20% 
Pernahkah terjadi hal yang menyebabkan 
kerugian saat menggunakan jasa 
pengiriman SiCepat? 
- 5 100% 
Jika pernah, apakah pengajuan klaimnya 
berhasil? 
- - 0% 
Berdasarkan hasil kuesioner yang didapat dari responden, dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna jasa ekspedisi SiCepat tidak 
menggunakan asuransi untuk melindungi barang kirimannya. Serta tingkat 
kepuasan para responden terhadap layanan jasa ekspedisi SiCepat sangat 









1. Pengaturan perjanjian asuransi pengiriman paket pada PT. SiCepat 
Ekspres Indonesia, sebagai jasa layanan pengiriman barang 
menyediakan asuransi perlindungan atas kemungkinan barang kiriman 
konsumen mengalami hal yang tidak di inginkan. Sesuai yang diatur 
dalam Pasal 246 KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi 
dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian 
kepada tertanggung atau pihak ketiga karena terjadinya suatu peristiwa 
yang tidak pasti, dan besar ganti kerugiannya telah ditetapkan di awal 
perjanjian”. Tetapi hal ini tidak diwajibkan oleh pihak SiCepat, 
sehingga konsumen dapat memilih akan menggunakan asuransi 
perlindungan tersebut atau tidak. Pada proses pelaksanaan pengiriman 
barang pada SiCepat, kedua belah pihak harus memenuhi syarat sah 
perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
2. Prosedur penerapan klaim asuransi di PT. Sicepat Ekspres Indonesia, 
konsumen yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan klaim 
kepada pihak SiCepat dengan tuntutan ganti rugi seperti yang diatur 
dalam Pasal 472 KUHD. Untuk proses pengajuan klaim asuransi 





dokumen yang dibutuhkan yaitu berupa resi asli pengiriman, foto atau 
video unboxing bila paket kirimannya rusak atau jumlah yang tidak 
sesuai, fotokopi data diri yang sah. Selanjutnya bila tim khusus telah 
menginvestigasi kasus tersebut dan benar pihak SiCepat melakukan 
kelalaian dalam pengiriman, maka tim khusus akan memfollow up 
meminta nomor rekening kepada konsumen untuk pengembalian dana 
ganti rugi sesuai perjanjian yang telah disepakati diawal pengiriman.  
B. Saran 
1. Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, peneliti ingin memberikan saran 
kepada pihak SiCepat untuk perlu adanya pengawasan dalam 
pengiriman, seperti memeriksa barang kiriman serta memberikan 
informasi yang jelas kepada para konsumen dalam hal penawaran 
asuransi dan resiko yang terjadi bila tidak menggunakan asuransi 
perlindungan barang kiriman. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya 
kerugian, baik kerugian yang dialami oleh konsumen maupun oleh 
pihak SiCepat. 
2. Diharapkan pihak SiCepat memberikan batas waktu yang pasti kepada 
konsumen dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam 
pengiriman, sehingga konsumen tidak merasa lebih dirugikan oleh 
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Arti kata tanggung jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online 
Diakses Minggu 4 Juli 2021, Pukul 14.25 
WAWANCARA 
Wawancara dengan Akhmad Muzakie, Koordinator Pickup di PT. SiCepat 
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Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
     Tegal,    Juli 2021 
     Hormat saya, 
                 
     (Teressia Vina Desiana)
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